KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/1/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2021

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf
C angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, menyebutkan bahwa IKU KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara
berkala;

bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Bima, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Tahun 2021;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 109);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan  Rencana Kerja dan  Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
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Memperhatikan

Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Dj
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.0O3-
1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Bima Nomor: 1/PK.0 1-BA/02/Kota/1/2021 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA TAHUN 2021.
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KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk
menyusun:

a. rencana jangka menengah;

b. rencana kinerja tahunan;

c. rencana kerja dan anggaran;

d. perjanjian kinerja;

e. laporan kinerja;

f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja sebagaima dimaksud dalam Diktum
KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan
disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MURSALIN
KOTA BIMA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA
NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/5272 /KPU-
Kot/I/2021

TENTANG  PENETAPAN  INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2021

No. Uraian Cara Perhitungan Sumber Data
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan |
Tugas Teknis Lainnya
1. | Persentase (%) | Terlaksananya Subbagian
Penyelenggaraan Dukungan | Akuntabilitas Keuangan, Umum
Manajemen yang Profesional, | Pengelolaan dan Logistik.
Akuntabel (sesuai dengan | Administrasi
Peraturan Perundangan), | Keuangan.
Efisien (Tepat Sasaran), dan Terlaksananya Subbagian
Efektif (Tepat Guna). Manajemen Perencanaan, Data
Perencanaan dan | dan Informasi
Data.
Terselenggaranya Subbagian
Operasional dan | Keuangan, Umum
Pemeliharaan dan Logistik.
Perkantoran (KPU)
serta Dukungan
Sarana Prasarana
Terauditnya Subbagian
Laporan Keuangan | Keuangan, Umum
dan Sistem | dan Logistik.
Pengendalian Intern
Pemerintah di
lingkungan KPU
Kota Bima.
Sasaran 2 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
1. | Persentase (%) | Terfasilitasinya Subbagian
Penyelenggaraan Pemilu | Pengelolaan  Data | Keuangan, Umum
dalam Proses Konsolidasi | Kebutuhan, dan Logistik.
Demokrasi Pengadaan,
Pendistribusian,
serta Pemeliharaan
dan Inventarisasi
Logistik
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Pemilu /Pemilihan.
Tersusunnya Subag Hukum dan
Rancangan SDM
Peraturan KPU,
Advokasi,
Penyelesaian
Sengketa dan
Penyuluhan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan
Pemilu.
Terfasilitasinya
Pelaksanaan
Tahapan Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden,
Pemilukada,
Publikasi dan
Sosialisasi serta
Partisipasi
Masyarakat dan
PAW.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
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